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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana notaris yang turut serta
melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dan Kriteria perbuatan Notaris yang dapat
dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Sifat penelitian dalam
penelitian ini menggunakan deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, Pertanggungjawaban pidana Notaris yang turut
serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik adalah adanya suatu unsur kesalahan,
dan memenuhi rumusan Pasal 264 Jo 55 KUHP. Kedua, Kriteria perbuatan Notaris yang dapat
dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik adalah jika akta
dibuat dengan kondisi tidak sesuai dengan prosuder sebagaimana pembuatan akta autentik.
Adapun unsur dalam turut serta perbuatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik
yaitu, adanya unsur bersepakat, bersama orang lain membuat rencana, melakukan perbuatan
pelaksanaan, dan bersama-sama melaksanakannya.
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ABSTRACT

This study aims to determine the criminal responsibility of a notary who participates in the
crime of forging authentic deeds and the criteria for notary actions that can be categorized as
participating in the crime of forging authentic deeds. The method used in this research is
normative research. The nature of the research in this study uses descriptive. The approaches
used are statutory, conceptual approaches, and case approaches.

The results of the study found that, first, the criminal responsibility of a notary who participates
in committing the crime of forging authentic deeds is that there is an element of error and
fulfills the formulation of Article 264 Jo 55 of the Criminal Code. Second, the criterion for a
notary's actions that can be categorized as having participated in the crime of forging authentic
deeds is if the deed is done under conditions, not by the procedures for doing an authentic
deed. The element in participating in the notary's actions in the criminal act of forging
authentic deeds, namely, the element of agreeing, together with other people making plans,
carrying out acts of implementation, and jointly carrying them out.
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